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ABSTRAK

Nama : Risky Febrianti
NIM : 62011281722146
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengangkut Terhzdap Pemilik

Barang Yang Mengeiami Kerugian Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran.

Pengangkutan merupakan sarana yang memilik peranan penting dalam
memperlancar arus perdagangan dan sebagai sarana untuk menyalurkan barang
dari suatu tempat ke tempat lainnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.
Tujuan penelitian ini adalah uniuk mengkaji lebih dalam mengenai tanggung
jawab terhadap pengirim barang yang mengalami kerugisn dalam pengangkutan
melalui laut, baik karena disebabkan barang yang dikinmkan mengalami
kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pengirim barang selama
pengangkut melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi
pihak pengirim. Namun, jika dapat membuktikan kesalahan bukan terdapat dari
kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk
mengganti kerugian baik sebagian maupun secara keseluruhan. Kesimpulan yang
dapat ditarik adalah bahwa pengangkut dan pengirim barang memiliki kedudukan
hukum yang sama, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti
rugi kepada pihak lainnya baik secara litigasi maupun non-litigasi. Diharapkan
dalam pengangkutan barang hak dari pengangkut dan pengirim barang tidak ada
yang dirugikan schingga arus dalam pengangkutan laut tidak memiliki kendala
dalam praktiknya.

Kata Kunci : Pengangkutan Barang, Penganghkutan Lawi, Penganghkwt Barang,

Pengirim Barang
Pembimbirg Utama ng Pembantu,
Dr, Annalisz Y, S.H.. M.Hum, Drs. Murzal, S,H., M.Bum.
NIP. 19621025198703002 Nl]’ 196003121989031002
Ketua Bagian Hukem Perdata,

NIP 19’730‘7281998021001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam
menjalankan lalu lintas perdagangan baik yang terjadi didalam negeri ataupun
yang terjadi diluar negeri, dikarenakan pengangkutan bisa membantu untuk
mempermudah distribusi barang dari daerah produksi sampai ke konsumen
sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dengan semakin
meningkatkan jumlah perusahaan produsen yang memakai jasa pengangkutan
merupakan salah satu bukti jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan
kemajuan.?

Menurut Purwosutjipto pengangkutan adalah perjanjian yang terjadi
diantara pengangkut dan pengirim barang, dimana didalam perjanjian ini
menimbulkan hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik, dimana
pengangkut akan melakukan kewajibannya untuk mengirimkan pengangkutan
barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,
sedangkan pengirim akan melakukan kewajibannya untuk memberikan hak dari
pengangkut itu sendiri yaitu membayar uang angkutan. Pengangkutan ini sendiri
tujukkan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan sehingga

dapat menggapai dari manfaat yang tepat pengangkutan itu sendiri.

! Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, Pengantar
Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Yogyakarta: Gama Media, 1999, him.196.



Pengangkutan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai
berikut: jalur darat (melalui transportasi jalan dan kereta api), jalur laut, dan jalur
udara.? Dari semua jenis jalur pengangkutan tersebut, yang melalui laut memiliki
daya tarik tersendiri bagi beberapa orang maupun perusahaan industri.
Pengangkutan laut memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan
pegangkutan jenis lainnya, yaitu sebagai berikut®: selain dapat mengangkut
barang-barang berat dengan banyak hingga mencapai ribuan ton, pengangkutan
laut juga menawarkan biaya angkutan yang lebih murah dan terjangkau
dibandingkan dengan pengangkutan jenis lainnya. Pengangkutan laut sendiri
dapat terjadi dikarenakan telah adanya kesepakatan diantara pihak-pihak terkait,
yaitu pengangkut barang, pengirim barang, dan penerima barang.

Pengangkutan barang adalah suatu kegiatan yang dilakukan dari
memindahkan suatu barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Tinjauan keadaan
saat pengangkutan terjadi meliputi beberapa pokok, yaitu®: (1) beberapa perbuatan
hukum sampai terjadinya suatu perjanjian; (2) beberapa kegiatan saat perjanjian
telah dilakukan; dan (3) dokumen yang dikeluarkan untuk membuktian
pengangkutan telah terjadi.

Perjanjian pengangkutan diawali dari suatu penawaran yang dilakukan

yang kemudian diterima oleh pihak-pihak terkait yang kemudian para pihak

2 R. Soekardono, Hukum Perkapalan Indonesia, Jakarta : Dian Rakyat, 1969, him. 12.

3 L. Budi Kagramanto, Rahmi Jened, Agung Sujatmiko, Nurwahjuni, Zahry Vandawati.
Buku Ajar Hukum Dagang. Departemen Hukum Perdata, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011.
him. 69.

4 Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998,
him. 48.



melakukan sesuatu secara timbal-balik, sehingga tercapailah suatu perjanjian
pengangkutan yang disetujui oleh pengangkut dan pengirim barang, sehingga
menimbulkan hak dan kewajiban untuk dilakukan oleh masing-masing pihak.
Selanjutnya, perjanjian pengangkutan niaga adalah

Sebelum terjadinya pengangkutan, maka terlebih dahulu diperlukan
perjanjian yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait. Perjanjian pengangkutan
itu sendiri dimulai dari Tindakan menawarkan dan menerima yang dilakukan oleh
piha-pihak didalam pengangkutan secara timbal balik. Sehingga Ketika
kesepakatan telah terjadim maka timbullah dengan apa yang disebut dengan
perjanjian pengangkutan niaga. Perjanjian pengangkutan niaga adalah adalah
perjanjian dimana pengangkut menerima untuk mengangkut penumpang dan/atau
barang dengan aman dan selamat dari suatu tempat ke tempat tujuan, dan
pengirim barang menerima untuk membayar biaya angutan sesuai yang dijanjikan,
Perjanjian pengangkutan selalu dibuat secara lisan, namun harus tetap disertai
dengan dokumen muatan (bill of lading) sebagai bukti bahwa adanya kesepakatan

perjanjian pengangkutan terjadi.

Dengan timbulnya perjanjian pengangkutan, maka pengangkut
bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal dan muatannya, baik

pada saat pengangkutan atau selama pengiriman barang terjadi sesuai dengan

5 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2003, him. 35.



ketentuan dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang

menyebutkan bahwa:®

“Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga
akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya

hingga saat diserahkannya barang tersebut.”

Dengan meningkatnya penggunaan jasa pengangkutan barang melalui laut,
terutama dalam pengiriman barang dari luar maupun dalam negeri, membuat
pengangkutan laut selain diatur didalam KUHD dan peraturan pemerintah,
pengangkutan laut juga diatur didalam konvensi internasional. Oleh karena itu,
dengan persatnya perkembangan pengangkutan laut maka diperlukan
perlindungan hukum secara tegas untuk melindungi kepentingan para pihak-pihak
beserta kepentinganya melalui perumusan norma dan aturan hukum yang

mencerminkan keseimbangan atara tanggung jawab dan hak para pihak. ’

Tanggung jawab perusahaan angkutan terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP) yan disebutkan didalam Pasal 40
ayat (1) sebagai berikut: “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab
terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang
diangkutnya”. Akan tetapi, dalam ayat (2), yaitu: “Perusahaan angkutan diperairan
bartanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang

dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak

6 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979, him.1.
" H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 5, Jakarta:
Djambatan, 1985, him. 196.



pengangkutan yang telah disepakati”. Didalam pasal 40 ayat (1) dan (2) masih
terdapat ketidakjelasan tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang,
dikarenakan tidak adanya pemisahan dan pembeda mengenai tanggung jawab
pengangkut terhadap kerugian yang terjadi kepada penumpang dan/atau barang.

Tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang lebih rinci diatur
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan ¢ UUP, yaitu:®

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan

sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;

b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;

c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;

atau

d. kerugian pihak ketiga.

Kemudian, didalam pasal 40 ayat (3) dinyatakan bahwa pengangkut dalam
melaksanakan tanggung jawabnya wajib mengasuransikan barang muatannya.

Jika perusahaan pengangkut tidak meberikan tanggungan asurasi kepada tanggung

jawabnya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 292 UUP.

Dari penjelasan Pasal 41 UUP huruf b, bahwa tanggung jawab pengangkut
terjadi karena telah disepakati didalam perjanjian akan tanggung jawab terhadap
barang hilang, musnah, atau rusak. Namun, hal ini masih sangat tidak jelas
maknanya karena belum ada kejelasan secara rinci tentang tanggung jawab
pengangkut terhadap barang karena didalam UUP masih menyamakan tanggung
jawab pengangkut terhadap penumpang dan barang, karena kedua hal tersebut

merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Serta, tidak ada penjelasan yang

8 Dewi Meivisa Harahap, Peranan dan Tanggung Jawab Peranan Jasa Pengurusan
Transportasi (Freight Forwarder) Dalam Proses Pengangkutan Barang di Laut, Medan:
Departemen Hukum Perdata., Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, him. 101.



terperinci mengenai penyebab barang hilang, musnah, dan rusaknya suatu barang,
apakah kerusakan, kehilangan, dan musnahnya suatu barang tersebut dikarenakan
oleh kapal yang terbakar, kapal yang bertabrakan, atau peristiwa lain seperti
peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa alam sepeti angin topan, ombak besar,

dan juga karena kekerasan bajak laut.®

Sehingga, jika terjadi kerugian yang konsumen derita baik pengirim baran
maupun penerima barang, mereka memiliki hak untuk menuntut pengangkut
melalui klaim ganti rugi sebagaimana dijelaskan didalam pasal 472 KUHD.
Tuntutan ganti rugi ini sendiri biasanya dilakukan saat bongkar muatan yang
dilakukan di Pelabuhan, yang dilakukan oleh pengangkut dan orang yang
menerima barang. Kerugian yang wajib dibayar pengangkut karena barang yang
diangkutnya tidak dapat diserahkan sebagian maupun seluruh, harus dihitung
sesuai dengan harga, jenis dan kondisi barang saat diserahkan barang kepada
penerima muatan dengan dipotong dengan biaya yang digunakan dalam soal biaya
ongkos pengangkutan karena tidak diserahkannya barang tadi. Namun, ganti rugi
pengangkut juga dapat berupa memperbaiki barang-barang yang rusak sehingga
pengangkut dapat dianggap bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan

terhadap barang yang rusak tersebut.

Dalam hal pemilik barang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi, ada

beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemilik barang, yaitu sebagai berikut:

% Soekardono, Opcit, him. 21



a. Pihak tersebut menyerahkan dokumen muatan (Bill of Lading) serta Resi
Mualim dari pihak pengangkut.

b. Pihak tersebut mendapat atau meminta surat pemberitahuan pengajuan
ganti rugi (Notice of Claim) terhadap perusahaan pengangkutan.
Contohnya adalah E.B (Except Bewijs) dan C.C.B (Claim Constatetering
Bewijs)

c. Berdasarkan surat-surat yang diajukan tersebut, maka pihak yang
dirugikan dapat mengajukan surat tuntutan ganti rugi terhadap pihak
pengangkut, yang terdiri dari beberapa surat, yaitu: penjelasan dan jenis
mengenai barang-barang kiriman, sehingga dapat dilakukan penunjukan
kepada TBT (Technical Barriers to Trade) dan keterangan mengenai
kerugian barang yang didapat pihak pengirim/penerima barang. Dan jika
pemeriksaan telah dilakukan, maka tuntutan ganti rugi akan diajukan
kepada pihak pengangkut. Besarnya biaya kerugian yang dituntut beserta
dasar perhitungan ganti rugi harus dicantumkan didalam CCB.
Berdasarkan penjelasan penuntutan ganti rugi di atas maka dasar hukum

dari pertanggungjawaban pengangkut laut masih memiliki kerumitan sehingga
belum hak dan kewajiban pengangkut belum dapat terjamin seluruhnya. Apabila
hal ini masih tetap terjadi, maka dapat merugikan para pihak yang melakukan
pengiriman barang dengan jasa angkutan laut, sedangkan hukum harus terus
berkembang sesuai dengan peningkatan teknologi agar terjaminannya tujuan dari
hukum itu sendiri yaitu sebagai pembatas hubungan hak dan kewajiban para

pihak. Oleh sebab itu, akan diadakan sebuah penelitian yang berjudul “Tanggung



Jawab Pengangkut terhadap Pemilik Barang yang Mengalami Kerugian

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat
dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini,
yaitu:
1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang yang
mengalami kerugian?
2. Bagaimana ganti rugi pengangkut terhadap barang yang mengalami
kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengangkut terhadap
pengirim barang yang mengalami kerugian.

2. Mengetahui dan menganalisis ganti rugi pengangkut terhadap barang yang
mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran.

D. Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
pengembangan hukum transportasi dan pengangkutan, khususnya dalam
pengaturan ganti rugi terhadap barang yang hilang/ rusak/ terlambat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan
dan masukan bagi pelaku dan pengguna pengiriman barang melalui pengangkutan
laut serta sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan, sebagai
berikut:
a. Pengangkut
Menjelaskan informasi perlindungan hukum terhadap hak dan tanggung
jawab sebagai pengangkut barang terhadap konsumen.
b. Pengirim
Menjelaskan proses penuntutan ganti rugi terhadap barang yang hilang/
rusak/ terlambat yang diakibatkan oleh pengangkutan laut.
c. Pemerintah
Meninjau sarana hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai

pengangkutan laut apakah sudah berjalan dengan efektif.

E. Ruang Lingkup Penelitian
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Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai
pengaturan ganti rugi terhadap barang yang hilang/ rusak/ terlambat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan tanggung jawab
pelaku pengangkutan laut terhadap barang yang mengalami kerugian akibat
terlambat/ hilang/ rusak.

. Kerangka Teori
1. Teori Keadilan

Hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum bukanlah hukum.
Kenyataan hukum didalam masyarakat kadangkala berbeda dengan apa yang
diharapkan yang kemudian membuat hukum semakin jauh dari hakekat utamanya.
Pengembanan isu hukum menarik keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum
menjadi penting. Pengembanan isu hukum ini sendiri menjadi masalah utama
dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Para pengemban penegakan hukum
menghadapi kesulitan untuk memilih diantara keadilan, kepastian, dan ketertiban
hukum . kesulitan dalam pilihan yang sangat rumit tersebut membuat aka nada
yang dikorbankan dari salah satu cita hukum. Didalam penegakan hukum, jika
penegak hukum mementingkan kepastian hukum, maka keadilan dan ketertiban
hukum akan dikesampingkan'®. Dimana asas kepastian hukum meninjau dari segi
yuridis, asas keadilan hukum meninjau dari segi filosofis, dan asas kemanfaatan

hukum meninjau dari segi sosiologis.

©Anthon F. Susanto, llmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Iimu
Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, him. 138.
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Dalam masalah penyelesaian masalah yang berhubungan dengan
penegakan hukum, keadilan selalu menjadi topik utama. Penyelesaian kasus
hukum yang selalu dihubungkan dengan politik membuat keadilan semakin
menjadi dari hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kebenaran dan keadilan
hukum yang dicurangi dengan terstruktur agar peradilan tidak mengetahui apa
yang sebenarnya terjadi. Orang yang tidak adil adalah orang-orang yang tidak
mematuhi hukum (unlawful, lawless), sehingga orang yang adil adalah orang-
orang yang mematuhi hukum (law abiding). Tindakan yang adil adalah memenuhi
dan mematuhi hukum, sehingga hukum yang dibentuk aparat sesuai dengan aturan
dan prosedur merupakan hal yang adil bagi masyarakat. Tujuan dari pembentukan
hukum itu sendiri adalah untuk mencapai kebahagiaan dari masyarakat. Sehingga,
segala tindakan yang membuat dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat
adalah adil.*

Keadilan memiliki makna yang amat luas karena merupakan bagian dari
nilai sosial, bahkan keadilan itu sendiri suatu waktu dapat bertentangan dengan
hukum karena merupakan suatu tata nilai sosial. Dapat dilihat bahwa ukuran
keadilan berada didalam suatu wilayah yang diharapkan, karena ketika berbiara
tentang keadilan, itu sudah termasuk didalam tataran filosofils yang diperlukan
pemahaman secara mendalam hingga ke hakikat yang paling dalam, bahkan
seorang ilmuwan bernama Hans Kelsen menjelaskan filsafat hukum Plato, bahwa

keadilan berdasarkan oleh suatu pengetahuan mengenai hal yang baik. Dan,

11 purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, Pengantar limu Hukum Dalam Tanya
Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, him.176.
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pengetahuan mengenai hal baik itu secara mendasar merupakan suatu persoalan
diluar dunia sehingga jelas dikatakan bahwa keadilan termasuk kedalam kajian
filsafat.'?

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori  perlindungan  hukum, yang dijelaskan oleh Fitzgerald yang
menggunakan terori dari Salmond mengenai perlindungan hukum menjelaskan
bahwa “hukum ditunjukkan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
berbagai macam kepentingan didalam masyarakat karena didalam suatu
kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan
dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain”.

Mengurusi hak dan kepentingan manusia juga merupakan kepentingan
hukum, jadi hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal menentukan
kepentingan masyarakat yang perlu diatur dan dilindungi. Ketentuan dan
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri menciptakan suatu
perlindungan hukum untuk mengatur hubungan-hubungan didalam masyarakat
dengan pemerintah sebagai pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan
masyarakat luas.'?

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ada karena diharapkan
dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusi yang dilanggar

sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain, sehingga perlindungan

12 Angkasa, Filsafat Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010, him.105.
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, him. 53.
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diberikan kepada masyarakat supaya dapat merasakaan hak-hak yang telah
diberikan oleh hukum kepadanya.'*

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang diberikan kepada
masyarakat merupakan suatu bentuk yang diberikan oleh pemerinta yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah didalam masyarakat dan untuk
menangkal sengketa didalam masyarakat, kedua hal tersebut biasa disebut dengan
sifat preventif dan represif.

Menurut Lili Rasjidi dan 1.B Wpyasa Putra, dalam mewujudkan
perlindungan hukum yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga agar
prediktif dan antipatif. Sehingga, dari pemahaman-pemahaman yang diberikan
oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan cita-
cita hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum diperlukan
perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang
diberikan kepada masyarakat atau dikenal sebagai subjek hukum baik secara
tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, dengan
tujuan untuk mencegah sebelum dan sesudah suatu kesalahan terjadi.

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam KBBI adalah kewajiban seseorang menanggung
segala sesuatunya bila terjadi sesuatu yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan
diperkarakan. Sedangkan didalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu
kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang karena hal tersebut telah

diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab merupakan suatu

4 Ibid., him. 69.
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konsekuensi yang diwajibkan kepada seseorang karena tindakan dan perbuatannya
telah menyebabkan kerugian kepada orang lainnya.*

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu
apa saja yang melahirkan hak bagi sesesorang dapat menuntut orang lain karena
kesalahannya dan apa saja yang dapat membuat seseorang memiliki kewajiban
untuk  memberikan pertanggungjawabannya. Didalam hukum perdata dasar,
pertanggungjawaban lahir karena kesalahan dan resiko. Ada beberapa macam
tanggung jawab yang dikenal, yaitu sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban berdasarkan atas dasar kesalahan (liability without
based on fault);

b. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault);

c. Pertanggungjawaban risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liabiliy).

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan terjadi ketika
seseorang telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugikan kepada pihak
lain sehingga dia diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian
tersebut. Sedangkan prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa pelaku usaha
diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen tanpa
ada tidaknya kesalahan sebagai risiko usahanya.'®

Perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah
“tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti

15 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, him. 71.

16 Irwansyah, Kajian 1lmu Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, him. 67.
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kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum terjadi karena beberapa penyebab
yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:!’

a. Dengan unsur kesengajaan;

b. Tanpa unsur kesalahan;

c. Karena adanya kelalaian

4. Teori Ganti Rugi

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan-
hubungan hukum anta manusia.. Didalam hukum perdata terdapat beberapa unsur
yang dikenal, yang pertama adalah peraturan hukum. Peraturan hukum adalah
suatu rangkaian mengenai ketertiban, baik secara tertulis maupun tidak tertulis
yang memiliki sanksi tegas terhadap pelanggarannya. Kedua, unsur hubungan
hukum yaitu hubungan-hubungan apa saja yang diatur didalam hukum seperti
halnya hak dan kewajiban masyarakat. Dan yang ketiga adalah unsur orang yaitu
orang sebagai subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum karena
merupakan bagian yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.®
Menurut Prof. R. Subekti, hukum perdata merupakan hukum yang

mengatur kepentingan-kepentingan pribadi orang perorangan. Munir Fuady
berpendapat bahwa hukum perdata merupakan beberapa adalah segala hukum
pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan
menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/

kaidah hukum yang mengatur mengenai perbuatan atau hubungan hukum antara

17 Dewi Meivisa Harahap, loc cit.
18 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Pt. Intermasa, 1979, him.
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orang maupun badan hukum untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-
pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik.
Kata perdata itu sendiri berasal dari warga (burger), pribadi (privaat), sipil
(civiel). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil,
berkenaan dengan hak dan kewajiban.®
Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat ditimbulkan dikarenakan adanya
suatu wanprestasi yang dilakukan oleh sesorang yang tidak berkenaan dengan
suatu perjanjian atau bisa juga disebabkan karena adanya Perbuatan Melawan
Hukum. Adapun ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi adalah dimana salah
satu pihak tidak melaksanakan sesuatu yang telah disepakati didalam suatu
perjanjian, maka menurut hukum perdata pihak tersebut diwajibkan untuk
bertanggung jawab karena adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya yang
diesebabkan karenanya.
KUHPerdata menjelaskan kerugian apa saja yang harus diberikan oleh
pihak yang menyebakan kerugian terhadap pihak lainnya, yaitu sebagai berikut:
a. Biaya;
b. Rugi;

c. Bunga

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

19 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono., Hukum Pengangkutan Di
Indonesia., Jakarta: Rineka Cipta, 1990, him. 315-316.
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
dikarenakan penilitian ini akan mengkaji teori-teori hukum dan peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang memiliki kaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas didalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif juga
merupakan penelitian doktirnal, yaitu penelitian yang menganalisis peraturan-

peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir yang diadopsi tentang
bagaimana suatu penelitian akan ditulis dan telaah. Dalam penulisan penelitian ini

terdapat beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan
mendalami semua undang-undang berkaitan dengan isu hukum yang sedang
ditangani.?® Adapun yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah
menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan melalui
penafsran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan
dengan masalah hukum yang kemudian dapat membantu dalam membuat jawab-

jawab yang valid dalam menjawab permasalahan hukum yang akan dibahas

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2009, him. 93.
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didalam penelitian ini. Sehingga doktrin dan pandangan tersebut dapat meperjelas
isu hukum dengan memberikan padangan hukum baru yang berkaitan dengan isu

hukum yang akan dikemukakan didalam penelitian ini.?

Dalam penulisan ini akan dilakukan pendekatan konseptual melalui
pemahaman terhadap asas-asas, teori-teori, padangan-pandangan, dan doktrin-
doktrin terkait dengan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan
dengan pengangkutan barang melalui laut ini, yaitu pengangkut dan pengirim

barang.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam
adalah pengumpulan data secara kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang
disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.?? Bahan hukum
terbagi menjadi 3, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang
bersifat yuridis dan mengikat yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum
berdasarkan hukum formil. Sumber hukum formil didefinisikan oleh Salmond
dengan aturan hukum yang berasal dari kekuatan memaksa dan validitas. Sumber

hukum formil adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang

2L |bid., him. 95.
22 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rekesarasin, 2008,
him. 2.
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harus dipatuhi oleh masyarakat dan penegak hukum yang dipadang sebagai
dasar.Z Perarutan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen-dokumen atau bahan hukum

lainnya yang memberkan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-
buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lainnya yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan dibahas.?*

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum ini
berupa kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan jurnal-jurnal

ilmiah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.?

4. Teknik Pengumpulan Bahan
Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data primer digunakan 2 (dua)

cara pengumpulan bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

23 J.B. Daliyo, dkk., Pengantar llmu Hukum, Jakarta: PT. Prenhalindo, 1996, him. 52-53.

24 5ri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006,
him. 13.

2 1bid., him. 14.
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a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

b. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti Buku berjudul Hukum Muatan Laut
dari Radiks Purba.

c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu seperti jurnal Peranan dan Tanggung
Jawab Peranan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarder) Dalam
Proses Pengangkutan Barang di Laut karya Dewi Meivis Harahap.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang akan menghasilkan suatu dara deskriptif
analisis, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif
analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku
nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.?

Data yang terkumpul adalah data-data yang didapatkan melalui hasil
pengamatan yang kemudian disambungkan dengan daftar bacaan yang ada, teori-
teori, sehingga nanti akan ditemukan permasalahannya melalui analisis sehingga
dapat ditemukan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir.?’

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

% Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: CV Rajawali,
2009, him. 13.
27 |bid., him. 14.
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Penarikan kesimpulan didalam penelitian ini dilakukan dengan cara
deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-

data yang bersifat khusus.?®

28 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 202.
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